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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pembiayaan mikro dengan akad Murabahah di bank NTB Syariah 

Cabang Mataram hanya dapat dilakukan jika nasabah memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan nasabah tidak berhutang pada 

bank manapun. Pembiayaan mikro ini merupakan alternatif pembiayaan 

dari Bank NTB Syariah dan diperuntukan bagi para pengusaha yang 

sangat terbatas atau yang menggunakan akad murabahah yang biasa 

disebut dengan UMKM (Usaha Kecil Menengah). 

2. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah mikro di sebabkan 

oleh 2 faktor yaitu: Karakter Nasabah dan usaha nasabah menurun. 

Dimana karakter nasabah yang kurang baik inilah yang menjadi kendala 

dalam mekanisme pembiayaan mikro Berdasarkan kondisi di lapangan 

terkadang nasabah mempunyai karakter yang kurang bagus,dikarenakan 

nasabah menunda-nunda  pembayaran,  tidak  mampu  membayar,  dan  

engan membayar  atau  dikarenakan  pakai  indentitas  orang  lain. 

Usaha nasabah menurun Ada nasabah yang menalami kerugian dalam 

usahanya, sehingga nasabah sulit untuk mengembalikan dana 

pembiayaan yang telah di terima dan pada akhirnya mengakibatkan 

usaha kurang lancer atau pembiayaan macet. 
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5.2 Saran 

Mengacu pada temuan di atas, penulis mencoba memberikan informasi 

atau rekomendasi kepada Bank Syariah Cabang NTB di Mataram yang 

dapat dijadikan pertimbangan: 

1. Memberdayakan masyarakat miskin untuk mendukung lebih banyak 

usaha kecil dan mikro dan menjadikan mereka pengusaha yang sukses 

dan saleh 

2. Bank Syariah NTB Cabang Mataram perlu mensosialisasikan produk-

produk yang ada khususnya produk keuangan mikro agar lebih dikenal 

masyarakat.  
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